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ABSTRAK

Following the end of the Cold War, security approach has shifted from state (traditional) to human (nontraditional) security. Unlike traditional security approach which focuses only on threats to states, concern of nontraditional security approach broadens to every aspect of human lives such as economic, food, health, environmental, personal, community, and political. However, as a new approach in security studies, human security seems incompatible to implement in a region which has long embraced traditional security doctrine. While regulated in the Western countries such as Canada and Norway, human security didn’t see serious barriers; but in the Eastern countries, primarily in Southeast Asia, human security is challenged not only by state security, but also comprehensive security and cooperative security which has been existed in the region. Three primary ASEAN states such as Indonesia, Malaysia, and Singapore tend to strengthen their national security doctrines rather than to implement human security. Furthermore, ASEAN Security Community as one of ASEAN Community pillars ignores human security.It means thathuman security is hard to implement in this region because its fundamental elements are clash with doctrine of comprehensive and cooperative security. Therefore, human security has to consider its ability to implement without leaving comprehensive and cooperative security values.
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Pengantar
Sejak diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam Human Development Report 1994, konsep human security telah memancing banyak perdebatan di kalangan pengkaji keamanan dan pengambil kebijakan. Sebagian pihak meyakini bahwa konsep itu dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi memberikan jaminan keamanan bagi manusia. Sebagian yang lain meragukan keberhasilan implementasi konsep itu karena berbenturan dengan pemahaman sejumlah negara yang masih memandang keamanan secara tradisional. 

Para pendukung human security mencontohkan keberhasilan negara-negara Barat dalam memenuhi kebutuhan keamanan rakyatnya sebagai bukti positif implementasi pendekatan keamanan baru ini. Di antara semua negara Barat, Kanada dan Norwegia dipandang sebagai contoh terbaik karena kedua negara inilah yang paling berjasa dalam mengembangkan agenda human security di panggung internasional. Keduanya menggabungkan human security dengan human rights, international law, equitable socio-economic development dan promotion of humanitarian agenda. Ketika menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada 1990-an, Kanada berinisiatif memasukkan isu-isu kemanusiaan pada ranah high politics. Harapannya, PBB lebih proaktif dalam mencegah krisis kemanusiaan, menegakkan mekanisme intervensi yang lebih cepat, memperkuat struktur sosial ekonomi untuk mencegah konflik, dan membangun kembali masyarakat pascaperang. Sejak saat itu, International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) mengajukan perdebatan dari ‘right to intervene’ ke ‘responsibility to protect’. Artinya, kedaulatan yang dimiliki negara merupakan tanggung jawab yang diberikan untuk melindungi warganya. Setiap negara bertanggung jawab melindungi populasinya dari genosida, kejahatan perang, pembasmian etnis, dan kejahatan melawan kemanusiaan (Fierke 2007, 147).

Namun, situasi semacam itu tidak berlaku ketika diimplementasikan di negara-negara Timur (Asia). Pemahaman tentang human security di Asia yang berbeda dengan di negara-negara Barat menyebabkan sejumlah pemerintahan negara Asia melihat human security sebagai usaha lain Barat untuk mempromosikan nilai-nilai liberal ke masyarakat non-Barat. Karena gagasan human security dipandang merefleksikan ide-ide demokrasi liberal dan hak asasi manusia yang dikampanyekan Barat, sejumlah negara Asia mendesak definisi dan promosi hak asasi manusia harus memerhatikan perbedaan kultural dan pengalaman sejarah negara-negara Asia. Untuk menyiasatinya, banyak negara Asia menganut human security yang lebih luas dalam comprehensive security yang sudah terwujud di kawasan ini (Acharya 2001, 443-449). 
Comprehensive security telah berkembang di Asia sejak Perang Dingin. Meskipun Jepang dianggap negara pertama yang menerapkan konsep keamanan ini, tetapi konsep ini juga ditemukan di negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia menginterpretasikannya dalam konsep ‘ketahanan nasional’ yang merupakan doktrin pertahanan sejak pemerintahan Soeharto. Ketahanan nasional merupakan pandangan komprehensif tentang keamanan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer baik di lingkungan domestik maupun internasional. Selaras dengan itu, Malaysia tidak memisahkan keamanan nasional dari stabilitas politik, kesuksesan ekonomi dan harmoni sosial. Bagi Malaysia, keamanan nasional harus diamankan dari pemberontakan komunis, konflik rasial dalam masyarakat multietnis, dan resesi ekonomi. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia menggabungkan keamanan nasional dengan keamanan regional yang berarti stabilitas regional dapat tercapai jika negara dalam kondisi aman. Tidak beda jauh, Singapura menerapkan ‘total defence’ dalam mengimplementasikan comprehensive security yang memiliki lima elemen, yakni psikologis, sosial, ekonomi, pertahanan sipil, dan pertahanan militer (Caballero-Anthony 2004, 160-161).

Dengan demikian, tampak adanya perbedaan pemahaman human security di Barat dengan di Timur terutama jika mengambil contoh pengalaman negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Karena itu, dalam makalah ini, pembahasan terfokus pada tantangan yang muncul ketika konsep human security berusaha diimplementasikan di negara-negara tersebut. 
Kontroversi Konsep Human Security
Mely Caballero-Anthony membagi perdebatan tentang konsep keamanan menjadi tiga pendekatan (2004, 156-157). Pertama, kajian yang memperluas konsep keamanan tidak hanya terbatas pada militer, tetapi juga termasuk politik, ekonomi, dan ekologi. Kedua, kajian yang menolak perluasan konsep keamanan dan memelihara status quo dengan kembali membawa konsep keamanan dalam perspektif realis atau neorealis. Ketiga, kajian yang tidak hanya memperluas ruang lingkup keamanan di luar ancaman militer dan negara, tetapi juga dalam proses mencapai tujuan emansipasi manusia. Pendekatan pertama tidak memiliki kejelasan tentang siapakah subyek keamanan, negara atau manusia. Pendekatan kedua terfokus pada keamanan negara. Pendekatan ketiga menekankan arti penting manusia sebagai subyek keamanan utama. Dua pendekatan pertama merupakan pendekatan tradisional dalam memandang keamanan. Sedangkan, pendekatan ketiga adalah pendekatan baru keamanan yang disebut human security.

Walaupun baru mengemuka pada 1994, gagasan tentang human security sebenarnya dapat dilacak dalam debat tentang makna keamanan yang berkembang menjelang berakhirnya Perang Dingin. Gagasan itu merupakan kombinasi dari konsep ‘sustainable development’ yang dikenalkan Bruntland Commission pada 1987 dan konsep ‘human development’ yang dimunculkan UNDP dalam Human Development Report 1990 (Fierke 2007, 145). Kedua konsep tersebut merupakan embrio bagi perumusan konsep human security dalam Human Development Report 1994. Dalam laporan tahunan itu, UNDP menyatakan bahwa “The concept of security has for too long been interpreted narrowly: as security of territory from external aggression, or as protection of national interest in foreign policy or as global security from the threat of nuclear holocaust...” (UNDP 1994, 22). Karena itu, UNDP memandang penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi manusia mengingat pasca-Perang Dingin, ancaman keamanan sesungguhnya tidak terpusat pada negara, melainkan pada rakyat kebanyakan. Sebab, seperti kata Roland Paris, sejak berakhirnya Perang Dingin, konsep keamanan semakin meluas karena ancamannya kini juga meliputi ancaman nonmiliter seperti degradasi dan kelangkaan lingkungan, penyebaran penyakit, kelebihan populasi, pergerakan pengungsi masal, nasionalisme, terorisme, dan nuklir. Selain itu, kini keamanan individu dan kelompok perlu lebih diperhatikan daripada ancaman eksternal terhadap negara (Paris 2001, 97). 
Dalam human security, aspek utama ditekankan pada “...safety from such chronic threats as hunger, disease, repression” (UNDP 1994, 23). Berdasarkan penekanan itu, UNDP merinci tujuh aspek keamanan manusia yang harus diperhatikan: (1) economic security, (2) food security, (3) health security, (4) environmental security, (5) personal security, (6) community security, (7) political security. Mencermati tujuh aspek tersebut dengan memerhatikan konsep human development dan sustainable development sebagai embrio konsep human security, Des Gasper (2005, 226) mengatakan adanya empat tujuan konsep human security: (1) melengkapi konsep human development melalui perhatian pada setiap aspek dalam human development, (2) memperluas ruang lingkup konsep human development dengan memasukkan keamanan fisik individu, (3) memperluas ruang lingkup kajian keamanan di luar keamanan militer dan negara dan/atau mengubah fokus pada keamanan fisik individu, dan (4) mempersempit ruang lingkup konsep human development dengan konsentrasi pada dasar-dasar keamanan manusia.
Perhatian terhadap hampir semua aspek keamanan seolah mengaburkan fokus utama human security. Tidak mengherankan jika banyak pihak mengkritik bahwa tujuh aspek keamanan manusia versi UNDP terlalu luas. Karena itu, Jorge Nef (1999, 25) menyederhanakan human security menjadi lima aspek, meskipun sebenarnya tidak terlalu berbeda, yakni: (1) environmental, personal, and physical security, (2) economic security, (3) social security, (4) political security, dan (5) cultural security. Di sisi lain, Caroline Thomas (1999, 3) juga berupaya mengerucutkan konsep human security dengan hanya mengacu pada penyediaan “basic material needs” dan realisasi “human dignity”.

Meski demikian, Paris (2001, 88) masih tetap menganggap human security sebagai  konsepsi yang cenderung ekspansif dan luas, meliputi segala keamanan fisik dan psikologis, sehingga pengambil kebijakan kesulitan mengambil prioritas. Karena itu, Paris menyempitkan ruang lingkup konsep human security dengan memisahkannya dari konsep-konsep keamanan lain seperti national security, redefined security, dan intrastate security melalui pembedaan berdasarkan “what is the source of the security threat?” dan “security for whom?”.
Menurut Paris, national security bertujuan mengamankan negara yang terancam secara militer. Konsep ini berpijak pada pendekatan realis konvensional terhadap kajian keamanan. Sementara itu, berbeda dengan national security, sumber ancaman redefined security berasal tidak hanya dari militer, tetapi juga nonmiliter seperti ekonomi dan lingkungan. Dalam redefined security, negara tetap menjadi prioritas utama yang harus diamankan. Sebaliknya, intrastate security memandang keamanan tidak semestinya difokuskan kepada negara, tetapi kepada masyarakat, kelompok, dan individu yang mengalami ancaman militer. Dalam human security, masyarakat, kelompok, dan individu yang mengalami ancaman baik militer dan nonmiliter menjadi subyek yang harus diamankan. Artinya, berlawanan dengan national security yang lebih perhatian kepada negara, human security menganggap manusia sebagai pihak yang jauh lebih penting daripada negara. Meskipun negara bukanlah fokus human security, ungkap Fierke (2007, 148), tetapi bukan berarti mereka tidak penting. Negara harus memainkan peran kunci dalam menciptakan dan memelihara struktur otoritas dan tanggung jawab yang berkontribusi pada human security (Fierke 2007, 149). Kata Buzan (2000, 6), negara diperlukan bagi keamanan individu karena tanpa negara menjadi tidak jelas institusi lain apa yang bertindak atas nama individu.

Hampir senada dengan Paris, Acharya juga membagi konsep keamanan menjadi empat bagian. Sama dengan Paris, Acharya memasukkan national security dan human security dalam klasifikasi yang dibuatnya. Tetapi, berbeda dengan Paris, dia lebih memilih personal security dan comprehensive security untuk dibandingkan dengan dua konsep lainnya. Dalam pandangan Acharya, human security memiliki perhatian terhadap ancaman kekerasan fisik dan nonmiliter yang dialami individu, national security memfokuskan kajian pada kekerasan fisik yang melanda negara, comprehensive security menekankan ancaman terhadap negara yang tidak hanya berasal dari kekerasan fisik namun  juga nonmiliter, dan personal security menyempitkan ancaman hanya pada kekerasan fisik terhadap individu. Comprehenesive security sangat berbeda dengan human security. Comprehensive security menjawab pertanyaan ‘which threats to state security?’, sedangkan human security berkaitan dengan pertanyaan ‘whose security?’. Elemen politik dalam comprehensive security fokus pada ‘order’ dan ‘stability’, sementara human security lebih kepada ‘justice’ dan ‘emancipation’. Comprehensive security lebih memerhatikan keamanan negara dan rezim daripada rakyat yang menjadi pusat perhatian human security. Karena itu, agar mampu bersinergi dengan human security, comprehensive security harus diperluas secara vertikal ke ‘who should protected against such threats’ dengan menempatkan individu dan komunitas sebagai pusatnya (Acharya 2001, 453-454 & 460). Di samping itu, cooperative security juga tidak sejalan dengan human security. Apabila cooperative security menginginkan keamanan diciptakan secara multilateral yang tidak hanya mengatasi ancaman keamanan tradisional militer, tetapi juga lingkungan dan demografi yang dapat memperburuk hubungan antarnegara, sebaliknya human security secara esensial tidak mengandung unsur multilateral (Acharya 2001, 456).
Membandingkan Barat dengan Timur
Seperti dipaparkan sebelumnya, Kanada dan Norwegia merupakan dua negara Barat yang berjasa mengembangkan konsep human security secara global. Kanada merupakan negara pionir dalam menempatkan human security sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, politik luar negeri Kanada fokus pada “freedom from pervasive threats to people’s rights, safety or lives” atau lebih dekat pada ‘freedom from fear’. Kanada tidak menggunakan aksi kolektif –tindakan yang dijalankan negara-negara Asia Tenggara- untuk menjamin human security (Caballero-Anthony 2004, 169).

Meski demikian, Kanada mengkritik bahwa karena human security adalah keamanan untuk rakyat, maka semestinya elemen-elemen kunci human security tidak berdasarkan laporan hasil kinerja berbagai komisi yang telah dibentuk sebelumnya, melainkan berasal dari Piagam PBB, Universal Declaration of Human Rights, dan Konvensi Jenewa (Acharya 2001, 445). Karena itu, Kanada mempromosikan definisi yang lebih restriktif dengan mengatakan human security sebagai “freedom from pervasive threats to people’s rights, safety or lives” (Canadian Foreign Ministry 2001). Bersama Norwegia, Kanada lantas membentuk Human Security Network yang berkomitmen untuk mencapai tujuan human security, yakni “...to creating more humane world where people can live in security and dignity, free from want and fear, and with equal opportunities to develop their human potential to the full” (Paris 2001).

Berbeda dengan Kanada dan Norwegia, di kawasan Timur, Jepang memandang human security sebagai pendekatan baru yang meredefinisi konsep keamanan yang selama ini dipahami secara luas dalam kepentingan negara sebagai cara melindungi keamanan dan hak individu. Dalam perbandingan yang disampaikan Acharya (2001, 450), pemahaman human security Kanada diinspirasi oleh dua perkembangan: (1) meningkatnya perang sipil dan konflik antarnegara, dan (2) penyebaran demokrasi; sedangkan Jepang terinspirasi oleh semakin tingginya angka kemiskinan, kian banyaknya jumlah pengangguran, dan merebaknya dislokasi sosial akibat krisis ekonomi pada 1990-an.

Bagi Jepang, aspek keamanan manusia tidak hanya harus meliputi ‘freedom from fear’ seperti yang dirumuskan Kanada, tetapi juga ‘freedom from want’. Karena itu, Jepang tidak sependapat dengan mereka yang hanya fokus pada aspek pertama yang lebih dekat pada kontrol senjata dan mengabaikan aspek kedua yang menekankan perlindungan kehidupan manusia dalam situasi konflik (Acharya 2001, 446). Menurut Pemerintah Jepang, konsep human security “...comprehensively covers all the measures that threaten human survival, daily life, and dignity ... and strengthens efforts to confront these threats” (Japanese Ministry of Foreign Affairs 1999). Artinya, Jepang mengadopsi pendekatan keamanan secara komprehensif yang lebih dekat ke UNDP dengan lebih menekankan freedom from want melalui sejumlah proyek pembanguan di luar negeri, seperti program Overseas Development Assistance (ODA) (Caballero-Anthony 2004, 169).
Tantangan di Asia Tenggara
Krisis ekonomi Asia yang meningkatkan pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan sosial politik telah melahirkan debat tentang urgensi penerapan human security. Tetapi, ketika diimplementasikan secara praktikal, ternyata banyak hambatan yang muncul (Burke 2001, 1). Di Asia Tenggara, kesadaran tentang arti penting human security sebenarnya semakin menguat seiring krisis ekonomi Asia 1997-1998. Kisah Indonesia mencerminkan dampak krisis ekonomi terhadap keamanan regional, negara, dan manusia. Dari sisi manusia, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dari aspek ketahanan negara, pertumbuhan ekonomi menurun. Kondisi itu lantas menjadi sinyal pemulihan ekonomi lebih awal bagi negara-negara Asia Tenggara lain. Krisis mendorong munculnya perhatian pada ancaman keamanan nontradisional di luar militer (Caballero-Anthony 2004, 173-175). Wajar jika Ikrar Nusa Bhakti mengharapkan “...events in Indonesia constitute a major watershed for applying the human security concept to a dynamically evolving Asia-Pacific society” (Bhakti 2000).
Tetapi, tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 telah meredupkan perhatian pada human security karena serangan teroris itu meningkatkan kembali ancaman keamanan tradisional sehingga membawa dimensi baru dalam agenda keamanan di kawasan ini. Semula, krisis ekonomi diharapkan menjadi titik balik dalam mengubah pendekatan dari comprehensive ke human security karena comprehensive security tidak mampu merespons tantangan keamanan baru yang muncul. Namun, tampaknya hingga kini, perubahan tersebut tidak kunjung terjadi karena negara-negara Asia Tenggara lebih memusatkan perhatian pada pendekatan militer untuk menjamin keamanan negara dan regional yang terancam oleh serangkaian aksi terorisme (Caballero-Anthony 2004, 176-178).

Hingga kini, negara-negara Asia Tenggara tetap mempertahankan doktrin comprehensive security yang dibingkai dalam kerangka cooperative security. Di Indonesia, comprehensive security tampak dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) dan doktrin ketahanan nasional. Sishankamrata dijalankan melalui pengerahan kekuatan pertahanan yang berintikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) didukung oleh segenap kekuatan bangsa yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2008, 48). Dalam Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 2, disebutkan pula bahwa sishankamrata “...melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan dislenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.” 
Sishankamrata diterapkan untuk mewujudkan ketahanan nasional, yakni kondisi dinamis bangsa yang terdiri atas ketangguhan, keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Penyelenggaraan fungsi pertahanan Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global. Karena itu, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas keamanan regional melalui komitmennya mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera berdasarkan tiga pilar: (1) ASEAN Security Community (ASC), (2) ASEAN Economic Community (AEC), dan (3) ASEAN Sosiocultural Community (ASCC) (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008, 6 & 42).
Dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia (2008), kata “keamanan nasional”, “keamanan negara”, dan “keamanan bangsa” dituliskan berulang-ulang, namun tidak ditemukan satupun kata “keamanan manusia”. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional juga hanya menempatkan keamanan manusia sebagai bagian dari keamanan nasional secara komprehensif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa human security belum menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. Negara ini masih lebih memerhatikan keamanan nasional secara keseluruhan yang selaras dengan doktrin comprehensive security. Stabilitas keamanan nasional diharapkan berdampak pada stabilitas keamanan regional sehingga penting bagi Indonesia untuk menjalankan comprehensive security dalam bingkai cooperative security bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya melalui pembentukan ASC.
Di Malaysia, comprehensive security ditujukan untuk mengamankan kekuasaan rezim. Dalam sejarahnya sejak merdeka pada 1957, kebijakan keamanan Malaysia diarahkan untuk melindungi rezim Barisan Nasional yang berkuasa daripada ancaman keamanan yang sesungguhnya. Institusi dan instrumen negara dimanfaatkan untuk memperkuat keamanan dan menjaga stabilitas rezim (Humphrey 2010, 22). Semua gangguan terhadap rezim pasti ditumpas. Karena itu, Internal Security Act (ISA) penting diterapkan di negara ini untuk menjamin keamanan domestik yang berpotensi menggoyang rezim. Tak jarang, penerapan ISA justru mengabaikan keamanan bagi rakyat karena yang paling penting adalah negara dalam kondisi aman.

Untuk keamanan eksternal, pendekatan keamanan Malaysia menitikberatkan pada ‘security for’ daripada ‘security against’. Atas dasar itu, Malaysia membangun kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik tanpa penggunaan kekuatan militer demi kebaikan bersama. Untuk mencapainya, Malaysia menggunakan kerangka kerjasama multilateral melalui ASC dan East Asian Community (EAC). Kerjasama regional tetap menjadi salah satu prinsip utama pertahanan negara ini (Mun, t.t.).

Di Singapura, comprehensive security tecermin dalam doktrin ‘total defence’ yang diterapkan sejak 1984. Meskipun situasi keamanan internasional dan regional telah banyak berubah dibandingkan ketika masa total defence diputuskan, doktrin ini masih menjadi pilihan strategis utama bagi para pengambil kebijakan negara ini dalam menghadapi ancaman kontemporer. Total defence memuat lima aspek keamanan yang terdiri dari: (1) military defence, (2) civil defence, (3) economic defence, (4) social defence, dan (5) psychological defence. Total defence akan dapat berjalan efektif hanya jika kelima aspek itu kuat dan bekerja sama secara integratif dalam merespons setiap ancaman terhadap negara (Loong 2006).
Military defence berkaitan dengan “...deterring aggression...being operationally ready...being able to meet all kinds of challenges”. Civil defence berkonsentrasi pada “...knowing what to do during civil emergencies...being vigilant and alert at all times”. Economic defence berbicara tentang “...staying relevant and competitive through rapid change and development...putting in place robust economic systems that can continue to function in times of crisis”. Dalam social defence, diupayakan “...Singaporeans of all races and religions living and working together in harmony...helping fellow Singaporeans”. Psychological defence mendoktrinasi untuk “...having pride in, and being loyal and committed to our country...having the will, resolve and resilience to overcome challenges” (Loong 2006).
Mencermati ketiga doktrin keamanan negara-negara Asia Tenggara tersebut, amat jelas bahwa aktor-aktor utama dalam dinamika politik dan keamanan Asia Tenggara lebih memercayai comprehensive security daripada human security sebagai pendekatan keamanan yang paling mampu menjaga stabilitas. Berbeda dengan comprehensive security di Jepang yang tecermin dalam isu-isu ekonomi, di Asia Tenggara, comprehensive security fokus tidak hanya pada ketidakamanan ekonomi, tetapi juga keamanan politik yang berkaitan dengan stabilitas domestik dan eksistensi rezim (Acharya 2001, 451). Konsekuensinya, posisi negara semakin kuat sebagai aktor utama yang mendefinisikan dan menyediakan keamanan (Caballero-Anthony 2004, 161). Di lingkup regional, doktrin itu dibangun dalam kerangka cooperative security melalui kerjasama-kerjasama keamanan yang terwujud dalam ASC. Menurut Abad (2000, 407) kerjasama regional semacam ini tidak sesuai dengan keamanan manusia karena “...it challenges patterns of resource allocation that favour military security and obsession with defending national frontiers. It becomes objectionable when it threatens power structures that entrench the dominance of a few.” 
Kesimpulan

Implementasi doktrin keamanan manusia di Asia Tenggara mendapatkan tentangan serius dari negara-negara berpengaruh di kawasan ini yang memiliki doktrin berbeda. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sudah sejak lama menerapkan pendekatan comprehensive security dalam bentuk sishankamrata, ISA, dan total defence jauh sebelum human security diperkenalkan oleh UNDP pada 1994. Bagi ketiga negara itu, tidak mudah mengubah doktrin keamanan yang sudah mengakar kuat dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Apalagi, esensi pendekatan tersebut amat jauh berbeda dengan esensi yang terkandung dalam human security. Perbedaan makin kentara ketika pendekatan comprehensive security dipadukan dalam cooperative security untuk menjamin keamanan kawasan.
Negara-negara Asia Tenggara masih lebih memerhatikan keamanan regional dan negara daripada keamanan rakyatnya. Stabilitas rezim merupakan tujuan utama dibandingkan yang lain karena adanya kepercayaan bahwa rezim yang stabil bakal mampu menjaga stabilitas kawasan dan sebaliknya, instabilitas rezim akan berpengaruh buruk pada keamanan kawasan. Karena itu, masalah sesungguhnya adalah bagaimana menggeser pendekatan yang state-centric itu ke people-centric.

Agar mampu melakukannya, human security sepertinya membutuhkan perubahan konseptual dan politik dalam hubungan dengan doktrin keamanan dan peran negara. Konsep human security tidak bisa lagi merujuk pada tujuh elemen dasar yang disampaikan UNDP mengingat elemen-elemen ini terlalu luas dan justru memancing perdebatan, baik di kalangan ahli keamanan maupun di kalangan pengambil kebijakan. Pengalaman Kanada, Norwegia, dan Jepang menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya menggunakan tujuh elemen UNDP, tetapi menyiasatinya dengan penyesuaian terhadap doktrin keamanan yang telah eksis sebelumnya. Di Asia Tenggara, penyesuaian tersebut juga diperlukan agar tidak berbenturan dengan unsur-unsur comprehensive dan cooperative security. Karena itu, tantangan terbesar human security di Asia Tenggara adalah kemampuan implementasinya tanpa harus meninggalkan comprehensive dan cooperative security.
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